;- HUKUM BISNIS:: EISSN 2460-0105

Universitas Narotama Surabaya
Volume 8 Nomor 2, 2024

IMPLIKASI KEDUDUKAN AKTA CESSIE TERHADAP OBJEK
JAMINAN YANG TELAH MELEWATI MASA BERLAKU

Rifky Dwi Dhar mawan
Fakultas Hukum, Universitas Narotama
Rifkydwi 38@gmail.com

ABSTRACT

In civil law, collateral agreements such as cesigeds are important instruments to protect thadste of the
parties in legal transactions. However, when tleeigy object in the cessie deed expires, questawise about the
legal standing of the cessie deed and the rightshefassignee. Fundamental questions include whéfiee
transferred lien is still valid and whether theigisse is still entitled to pursue the lien. Thedeignplications of this
situation are complex, depending on the terms efcssie agreement and legal principles such as ¢egtainty

and protection of interests. Courts may be faceti tie difficult task of interpreting the law andaching a fair
decision. The impact extends to lenders, assigaedsdebtors, who must understand the legal impticatto

manage risk and safeguard their interests in ce¢saosactions.
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PENDAHULUAN

Perjanjian jaminan merupakan salah satu instrumang ypenting untuk melindungi
kepentingan para pihak dalam transaksi hukum. Ssddh bentuk perjanjian jaminan yang
umum digunakan adalah akta cessie. Akta cessiepalean perjanjian yang memungkinkan
pemberi pinjaman untuk mengalihkan hak tagihanngs suatu piutang kepada pihak lain
sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Derdganikian, pihak penerima pinjaman
tersebut (debitur) menyetujui bahwa apabila diaagagelunasi pinjamannya, pihak penerima
hak tagih (cessionaris) memiliki hak untuk menagittang tersebut dari pihak ketiga yang

menjadi debitur awal.
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Namun, dalam prakteknya, terdapat situasi di mabpjakojaminan yang dipegang oleh
penerima hak tagih telah melewati masa berlaku yhtegapkan dalam perjanjian awal. Hal ini
menimbulkan berbagai pertanyaan tentang keduduktn acessie dan hak-hak yang melekat
pada penerima hak tagih dalam konteks objek jamyzarg telah kedaluwarsa (Trimulyo, S.
2017).

Implikasi kedudukan akta cessie terhadap objek rjamiyang telah melewati masa
berlakunya menjadi topik yang penting untuk dipgiajPertanyaan mendasar muncul mengenai
apakah hak tagih yang dialihkan oleh pemberi piajaikepada penerima hak tagih masih tetap
berlaku setelah masa berlaku jaminan berakhir.il5éla apakah penerima hak tagih masih
memiliki hak untuk mengejar tagihan tersebut dagabaana peran hukum dalam mengatur

situasi semacam ini juga menjadi pertimbangan pgnti

Dalam paparan selanjutnya, akan dibahas secata rielci mengenai implikasi kedudukan
akta cessie terhadap objek jaminan yang telah na¢ilemasa berlaku, termasuk aspek hukum

yang terkait dan dampaknya bagi para pihak yatigpaedalam perjanjian jaminan.

Salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan adapskah perjanjian cessie tersebut
memiliki ketentuan khusus mengenai masa berlakudga dalam perjanjian cessie tersebut
disebutkan bahwa hak tagih hanya dapat dilakukeEnmsejangka waktu tertentu, maka secara
hukum, penerima hak tagih tidak lagi memiliki wewaag untuk mengejar tagihan setelah masa
berlaku jaminan tersebut berakhir. Namun, jikaggi@n tidak menyebutkan batas waktu atau

jika batas waktu tersebut tidak jelas, maka inttgsi hukum menjadi hal yang lebih rumit.

Dalam beberapa yurisdiksi, prinsip-prinsip hukumgéerkaitan dengan perjanjian jaminan,
termasuk akta cessie, mengacu pada prinsip kepdstikaum dan perlindungan kepentingan para
pihak. Oleh karena itu, walaupun objek jaminanhefeelewati masa berlakunya, penerima hak
tagih mungkin masih memiliki hak untuk mengejaiittag tersebut jika hal ini dianggap adil dan
sesuai dengan prinsip keadilan. Faktor-faktor segesetaraan antara para pihak, kepentingan
yang terlibat, dan tujuan dari perjanjian jaminaigg menjadi pertimbangan penting dalam

menentukan implikasi hukum dari situasi tersebut.
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Dalam beberapa kasus, pengadilan atau lembaga |lpsaiem sengketa dapat dihadapkan
pada tugas sulit untuk menafsirkan dan menerapk&arh dalam konteks objek jaminan yang
telah melewati masa berlakunya. Pengadilan mungé&riu mempertimbangkan prinsip-prinsip
hukum kontraktual, asas keadilan, serta ketentedenkuan yang terkandung dalam perjanjian

tersebut untuk mencapai keputusan yang adil dambseig bagi semua pihak yang terlibat.

Dampak dari implikasi kedudukan akta cessie tennaitgek jaminan yang telah melewati
masa berlakunya juga dapat dirasakan oleh beripagak terkait, termasuk pemberi pinjaman,
penerima hak tagih, dan debitur. Misalnya, jikagena hak tagih kehilangan haknya untuk
mengejar tagihan setelah masa berlaku jaminan hierakaka hal ini dapat berdampak pada
kemampuan pemberi pinjaman untuk mendapatkan perdraytas pinjaman yang diberikan.
Di sisi lain, jika penerima hak tagih masih dibankhak untuk mengejar tagihan meskipun objek
jaminan telah kedaluwarsa, hal ini dapat menimbulkatidakpastian hukum dan memicu
konflik antara para pihak yang terlibat.

Dengan demikian, penting bagi para pihak yangharidalam perjanjian jaminan, termasuk
pemberi pinjaman, penerima hak tagih, dan debuotuk memahami implikasi hukum dari
kedudukan akta cessie terhadap objek jaminan yaelah telewati masa berlakunya. Hal ini
dapat membantu para pihak untuk mengambil langkagklah yang tepat dalam mengelola
risiko hukum dan menjaga kepentingan mereka dalemsaksi hukum yang melibatkan

perjanjian jaminan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitigaridis-normatif dengan
menggunakan pendekatan bahan hukum dan beberapa fagual. Diantara beberapa
bahan hukum yang dipakai diantaranya adalah balgomiprimer, bahan hukum sekunder,
dan hukum tertier. Dalam metode penelitian hukunnidigsnormatif diharapkan hasil
penelitian ini akan melihat implikasi dari produkkum tentang akta pengalihan piutang

(cessie) secara praktis maupun teoritis.
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PEMBAHASAN

1.1. Interpretas Hukum Terhadap Kedudukan Akta Cessie Dalam Konteks Objek

Jaminan yang Telah M elewati M asa Berlaku

Interpretasi hukum terhadap kedudukan akta cesdaandkonteks objek jaminan yang telah
melewati masa berlakunya melibatkan pemahaman gangat terhadap ketentuan-ketentuan
hukum yang mengatur perjanjian jaminan, prinsipigig keadilan, serta tujuan dari perjanjian
tersebut. Hal ini merupakan bagian penting dalameneikan hak dan kewajiban para pihak

yang terlibat dalam perjanjian cessie setelah ojajeknan melewati masa berlakunya.

Pertama-tama, interpretasi hukum terhadap aktaeckasus mempertimbangkan ketentuan-
ketentuan yang tercantum dalam perjanjian itu serdka perjanjian cessie memiliki ketentuan
yang jelas mengenai masa berlakunya, maka integprétukum harus mengikuti ketentuan
tersebut. Misalnya, jika dalam perjanjian cessiseblitkan bahwa hak tagih hanya dapat
dilakukan selama jangka waktu tertentu, maka pereehak tagih tidak lagi memiliki wewenang

untuk mengejar tagihan setelah masa berlaku janteéraabut berakhir.

Namun, dalam situasi di mana perjanjian cessiek tirdanyebutkan batas waktu atau jika
batas waktu tersebut tidak jelas, interpretasi hukmenjadi lebih rumit. Dalam hal ini,
pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa mupgku merujuk pada prinsip-prinsip
hukum kontraktual, asas-asas keadilan, dan tuj@anperjanjian jaminan untuk menentukan

implikasi hukum dari objek jaminan yang telah medéwnasa berlakunya.

Selain itu, interpretasi hukum juga harus mempé@atprinsip-prinsip umum dalam hukum
perdata, termasuk prinsip kepastian hukum dan rnplerfigan kepentingan para pihak. Oleh
karena itu, meskipun objek jaminan telah kedaluajapenerima hak tagih mungkin masih
memiliki hak untuk mengejar tagihan tersebut jilka mi dianggap adil dan sesuai dengan
prinsip keadilan. Faktor-faktor seperti kesetaraatara para pihak, kepentingan yang terlibat,
dan tujuan dari perjanjian jaminan juga menjaditipgrangan penting dalam menentukan

implikasi hukum dari situasi tersebut.
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Dalam melakukan interpretasi hukum terhadap kedamlu#kta cessie dalam konteks objek
jaminan yang telah melewati masa berlakunya, pelagadtau lembaga penyelesaian sengketa
perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil mdmpikan berbagai faktor hukum dan
prinsip-prinsip yang relevan serta adil bagi semiak yang terlibat (Ngadi, M. R. F. 2023). .
Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum damjamin perlindungan hak-hak para pihak
dalam transaksi hukum yang melibatkan perjanjiarinan.

1.2. Hak Tagih yang Dialihkan Melalui Akta Cessie Masih Memiliki Kekuatan Hukum

Pertanyaan mengenai apakah hak tagih yang dialindelalui akta cessie masih memiliki
kekuatan hukum setelah objek jaminan kedaluwarstahdnasalah yang kompleks dan sering
kali menjadi perdebatan dalam lingkup hukum per@@taatupang, D. 2020). Dalam menjawab
pertanyaan ini, beberapa aspek hukum dan pringigipryang terlibat harus dipertimbangkan
secara cermat.

Pertama-tama, perlu dipertimbangkan apakah peajangessie mengandung ketentuan
khusus mengenai masa berlakunya objek jaminan. d&dam perjanjian cessie tersebut
disebutkan bahwa hak tagih hanya dapat dilakukeEnmsejangka waktu tertentu, maka secara
hukum, penerima hak tagih mungkin kehilangan wewgnga untuk mengejar tagihan setelah
masa berlakunya jaminan tersebut berakhir. Dalanteks ini, hak tagih yang dialihkan melalui
akta cessie mungkin kehilangan kekuatan hukumntgabeobjek jaminan kedaluwarsa sesuai

dengan ketentuan perjanjian (Simatupang, D.,2020).

Namun, jika perjanjian cessie tidak menyebutkamadbataktu atau jika batas waktu tersebut
tidak jelas, maka interpretasi hukum menjadi lehimit. Dalam beberapa yurisdiksi, prinsip-
prinsip hukum kontraktual dan asas-asas keadilangkin menjadi faktor penentu dalam
menentukan apakah hak tagih yang dialihkan masimilike kekuatan hukum setelah objek
jaminan kedaluwarsa. Pengadilan atau lembaga pesajeh sengketa dapat mengambil
pendekatan untuk mempertimbangkan keadilan anta gihak yang terlibat dan tujuan dari

perjanjian jaminan dalam menentukan implikasi hukyan

Dalam beberapa kasus, hakim atau arbiter mungkmutweskan bahwa penerima hak tagih
masih memiliki hak untuk mengejar tagihan meskipabjek jaminan telah kedaluwarsa,
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terutama jika hal ini dianggap adil dan sesuai darginsip keadilan. Namun, dalam kasus lain,
pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa mungkmutuskan bahwa penerima hak

tagih tidak lagi memiliki hak untuk mengejar tagihsetelah masa berlaku jaminan berakhir.

Dengan demikian, apakah hak tagih yang dialihkataloieakta cessie masih memiliki
kekuatan hukum setelah objek jaminan kedaluwansgasdergantung pada faktor-faktor seperti
ketentuan perjanjian, prinsip-prinsip hukum yangldie, dan keputusan pengadilan atau
lembaga penyelesaian sengketa. Oleh karena itdingeagi para pihak yang terlibat dalam
perjanjian cessie untuk memahami implikasi hukum d@uasi di mana objek jaminan telah
melewati masa berlakunya dan mempertimbangkan #mngkah yang tepat dalam

mengelola risiko hukum mereka.

1.3. Implikass Hukum Terhadap Penerima Hak Tagih Jika Objek Jaminan Telah

Melewati M asa Berlakunya

Implikasi hukum terhadap penerima hak tagih jikgekbjaminan telah melewati masa
berlakunya menurut perjanjian dapat bervariasi atigng pada berbagai faktor, termasuk
ketentuan yang tercantum dalam perjanjian cessi&urh yang berlaku, serta keputusan
pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketaligh\pri 2024). Beberapa implikasi yang

mungkin timbul dalam konteks ini dapat diuraikabasgai berikut:

1. Kehilangan Hak Tagih: Jika perjanjian cessie secara tegas menyatakamabiaak tagih
hanya dapat dilakukan selama jangka waktu tertdatuobjek jaminan telah melewati
masa berlakunya, maka penerima hak tagih mungkiiakgan haknya untuk mengejar
tagihan tersebut. Dalam hal ini, penerima hak tédik lagi memiliki wewenang hukum

untuk menuntut pembayaran dari debitur atau piledig yang menjadi objek jaminan.

2. Pertimbangan Hukum Kontraktual: Pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa
mungkin mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yamgantum dalam perjanjian
cessie dalam menentukan implikasi hukum terhadaprpea hak tagih. Jika perjanjian
cessie memiliki ketentuan yang jelas mengenai rbastakunya objek jaminan, maka

interpretasi hukum harus mengikuti ketentuan terseb
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3. Asas Keadilan: Asas-asas keadilan dalam hukum perdata juga dapatjadi
pertimbangan penting dalam menentukan implikasuhukerhadap penerima hak tagih.
Pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa muaggan mempertimbangkan
keadilan antara para pihak yang terlibat dalam metken apakah penerima hak tagih

masih memiliki hak untuk mengejar tagihan meskipbjek jaminan telah kedaluwarsa.

4. Pengakuan Hukum: Dalam beberapa kasus, pengadilan atau lembaggelpsaian
sengketa mungkin memutuskan untuk mengakui hak fagnerima hak tagih meskipun
objek jaminan telah melewati masa berlakunya, éenat jika hal ini dianggap adil dan
sesuai dengan prinsip keadilan. Namun, keputusakan sangat tergantung pada fakta-

fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak

Dengan demikian, implikasi hukum terhadap penerim& tagih jika objek jaminan telah

melewati masa berlakunya menurut perjanjian dajpahdaruhi oleh berbagai faktor hukum dan
prinsip-prinsip yang relevan. Penting bagi parabillang terlibat dalam perjanjian cessie untuk
memahami implikasi hukum dari situasi ini dan mertipgangkan langkah-langkah yang tepat
dalam mengelola risiko hukum mereka. Terdapat ketenkhusus dalam perjanjian cessie yang
mengatur masa berlaku objek jaminan, dan bagaini@tantuan tersebut memengaruhi

implikasi hukumnya (Simatupang, D. (2020).

Terdapat ketentuan khusus dalam perjanjian cesang ynengatur masa berlakunya objek
jaminan adalah hal yang umum dalam praktik hukunndgia. Ketentuan semacam ini
dimaksudkan untuk memberikan kejelasan dan kepab@gi para pihak yang terlibat dalam
perjanjian, termasuk pemberi pinjaman, penerimathgh, dan debitur. Bagaimana ketentuan
tersebut memengaruhi implikasi hukumnya tergantpada isinya dan bagaimana ketentuan
tersebut diinterpretasikan oleh pengadilan ataubéga penyelesaian sengketa (Rahmadi, R.
2020)

Berikut adalah beberapa cara di mana ketentuarukhmgngenai masa berlaku objek jaminan

dalam perjanjian cessie dapat memengaruhi implikasimnya:

1. Klarifikas Hak dan Kewajiban: Ketentuan yang mengatur masa berlaku objek jamina

dapat memberikan klarifikasi yang jelas mengen&idan kewajiban para pihak selama
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periode tertentu. Hal ini dapat membantu mencegdiddkpastian hukum dan potensi

konflik antara para pihak.

2. Kehilangan Hak Tagih: Jika dalam perjanjian cessie disebutkan bahwatdgik hanya
dapat dilakukan selama jangka waktu tertentu, madmerima hak tagih mungkin
kehilangan wewenangnya untuk mengejar tagihanasetabhsa berlaku jaminan tersebut
berakhir. Implikasi hukumnya adalah bahwa penetiaatagih tidak lagi memiliki hak

untuk menuntut pembayaran dari debitur atau piledig yang menjadi objek jaminan.

3. Pertimbangan Pengadilan: Pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa aka
mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang tercadalam perjanjian cessie dalam
menentukan implikasi hukumnya. Jika ketentuan meaigeasa berlaku objek jaminan
telah diatur dengan jelas dalam perjanjian, makagadilan mungkin akan mengikuti

interpretasi sesuai dengan ketentuan tersebut.

4. Prinsip Keadilan: Jika perjanjian cessie tidak mencantumkan ketentuengenai masa
berlaku objek jaminan atau ketentuan tersebut fjelals, maka pengadilan atau lembaga
penyelesaian sengketa mungkin akan mempertimbangkasip-prinsip keadilan dalam
menentukan implikasi hukumnya. Hal ini dapat mekba pertimbangan terhadap

kepentingan dan posisi masing-masing pihak sejdariudari perjanjian jaminan.

Dengan demikian, ketentuan khusus dalam perjaméessie yang mengatur masa berlaku
objek jaminan dapat memiliki dampak yang signifikenrhadap implikasi hukumnya. Penting
bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian ieesstuk memahami secara cermat ketentuan-
ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersedan mempertimbangkan implikasi

hukumnya dalam mengelola risiko hukum mereka.

1.4. Pengadilan Atau Lembaga Penyelesaian Sengketa Menafsirkan dan Menerapkan

Hukum dalam Kasus Objek Jaminan Yang telah Kadaluarsa Menurut Akta Cessie

Pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa ikigoeilan penting dalam menafsirkan dan
menerapkan hukum dalam kasus objek jaminan yamd teddaluwarsa menurut akta cessie.
Proses ini melibatkan berbagai pertimbangan hukakta-fakta yang relevan, prinsip-prinsip

keadilan, dan tujuan dari perjanjian jaminan (IslkamA. J. 2021).. Berikut adalah beberapa cara
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di mana pengadilan atau lembaga penyelesaian gangienafsirkan dan menerapkan hukum
dalam kasus semacam ini:

1. Interpretas Kontrak: Pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketara&mulai
dengan menafsirkan ketentuan-ketentuan yang temvarmtalam akta cessie dengan
cermat. Mereka akan memeriksa apakah perjanjisiecasengandung ketentuan khusus
mengenai masa berlakunya objek jaminan dan bagainketentuan tersebut dapat

berpengaruh pada hak dan kewajiban para pihak.

2. Prinsip-prinsip Hukum: Pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa aka
mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang berld&lam menafsirkan kasus objek
jaminan yang telah kedaluwarsa. Ini termasuk poapsinsip hukum kontraktual, asas-

asas keadilan, dan prinsip-prinsip umum dalam hugerdata.

3. Asas Keadilan: Prinsip-prinsip keadilan akan menjadi pertimbangzenting dalam
memutuskan apakah penerima hak tagih masih menhiéiki untuk mengejar tagihan
meskipun objek jaminan telah kedaluwarsa. Pengadiitau lembaga penyelesaian
sengketa akan mencoba mencapai keputusan yangamiisemua pihak yang terlibat
dalam kasus tersebut.

4. Tujuan Perjanjian Jaminan: Pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketaakam
mempertimbangkan tujuan dari perjanjian jaminargy@ncantum dalam akta cessie. Hal
ini dapat membantu mereka memahami niat para gaakmembuat perjanjian tersebut
dan bagaimana implikasi hukumnya dalam konteks kobggminan yang telah
kedaluwarsa.

5. Precedent dan Kasus Serupa: Pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa jug
mungkin akan merujuk pada putusan sebelumnya dsuskserupa dalam menentukan
implikasi hukum dari kasus objek jaminan yang tekadaluwarsa menurut akta cessie.
Hal ini dapat membantu mereka dalam membuat kepuotugmng konsisten dan

berdasarkan preseden hukum yang telah ada.

Dengan demikian, pengadilan atau lembaga penyates@ngketa memiliki peran penting

dalam menafsirkan dan menerapkan hukum dalam kdgak jaminan yang telah kedaluwarsa
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menurut akta cessie. Proses ini melibatkan pertigédoa berbagai faktor hukum dan fakta-fakta
yang relevan untuk mencapai keputusan yang adil smuai dengan hukum yang berlaku
(AZHARI, T. I. 2023)..

1.5. Prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum dapat diterapkan dalam
menentukan hak dan kewajiban pihak terkait dalam situasi di mana objek jaminan
telah melewati masa berlakunya

Dalam menentukan hak dan kewajiban pihak terkdandssituasi di mana objek jaminan
telah melewati masa berlakunya, prinsip-prinsipddaa dan kepastian hukum memainkan
peran kunci dalam pengambilan keputusan yang adil ssuai dengan hukum yang berlaku.
Berikut adalah cara di mana prinsip-prinsip ini alagiterapkan:

1. Keadilan Substansial: Prinsip keadilan substansial mengacu pada perazapasil yang
adil dan sesuai dengan keadilan di antara par&k piaag terlibat. Dalam kasus objek
jaminan yang telah melewati masa berlakunya, pelagadtau lembaga penyelesaian
sengketa akan mempertimbangkan faktor-faktor segegetaraan antara para pihak,
kebutuhan untuk melindungi kepentingan yang sah, dmpaknya terhadap semua
pihak terkait.

2. Kepastian Hukum: Prinsip kepastian hukum menekankan pentingnya ilke@turan
yang jelas dan dapat diprediksi dalam menentuka&ndaa kewajiban hukum. Dalam
situasi di mana objek jaminan telah melewati masgakunya, penting bagi pengadilan
atau lembaga penyelesaian sengketa untuk memadid#ama keputusan yang mereka
buat didasarkan pada hukum yang jelas dan dapaihalip oleh semua pihak terkait. Ini

membantu menjaga kestabilan dan kepercayaan dasmaiukum.

3. Konsistenss dan Kesetaraan Perlakuan: Prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan
perlakuan mengharuskan para pihak untuk diperlakidecara adil dan konsisten di
bawah hukum. Dalam menentukan implikasi hukum admjek jaminan yang telah
kedaluwarsa, penting bagi pengadilan atau lembagygbesaian sengketa untuk
memastikan bahwa keputusan yang mereka buat kemglshgan prinsip-prinsip hukum
yang berlaku dan bahwa semua pihak diperlakukagasteadil.
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4. Keadilan Prosesual: Prinsip keadilan prosesual menekankan pentingngenberikan
kesempatan yang adil bagi semua pihak untuk mekgajargumen mereka dan
memberikan bukti dalam proses peradilan atau pesgien sengketa. Dalam kasus objek
jaminan yang telah melewati masa berlakunya, pelagadtau lembaga penyelesaian
sengketa akan memastikan bahwa semua pihak merakdes yang sama terhadap

proses hukum dan bahwa proses tersebut berlangemggn transparan dan adil.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan $&tepahukum dalam menentukan hak
dan kewajiban pihak terkait dalam situasi di margelo jaminan telah melewati masa
berlakunya, pengadilan atau lembaga penyelesaiagkst dapat membantu mencapai
keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum yargkbeHal ini penting untuk menjaga
integritas sistem hukum dan memastikan bahwa kemam semua pihak terlindungi dengan
baik.

1.6. Dampak implikas kedudukan akta cessie terhadap objek jaminan yang telah
melewati masa berlakunya terhadap pemberi pinjaman, penerima hak tagih, dan
debitur

Implikasi kedudukan akta cessie terhadap objek jamiyang telah melewati masa
berlakunya dapat memiliki dampak yang signifikarhéelap pemberi pinjaman, penerima hak
tagih, dan debitur. Berikut adalah beberapa dampal mungkin timbul bagi setiap pihak:

1. Pemberi Pinjaman:

- Kehilangan Jaminan: Jika objek jaminan telah melewati masa berlakunya
pemberi pinjaman dapat kehilangan jaminan yanggdipgnya untuk menjamin
pembayaran pinjaman. Hal ini dapat meningkatkaikaig&redit bagi pemberi
pinjaman karena mereka tidak lagi memiliki jaminariuk melindungi pinjaman

mereka.

« Peningkatan Risiko Kredit: Tanpa jaminan yang efektif, pemberi pinjaman
mungkin menghadapi risiko kredit yang lebih tinggarena meningkatnya
kemungkinan gagal bayar oleh debitur. Hal ini dapampengaruhi kemampuan

pemberi pinjaman untuk memperoleh kembali dana g#migjamkan.
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2. PenerimaHak Tagih:

- Kehilangan Hak Tagih: Jika objek jaminan telah kedaluwarsa dan peganiji
cessie tidak memperbolehkan penagihan setelah egis&u, penerima hak tagih
mungkin kehilangan haknya untuk mengejar tagihasetmit. Hal ini dapat
mengurangi kemampuan penerima hak tagih untuk npaxtkian pembayaran dari

piutang yang telah dialihkan.

- Ketidakpastian Hukum: Jika perjanjian cessie tidak jelas mengenai masa
berlakunya objek jaminan, penerima hak tagih mumgknenghadapi
ketidakpastian hukum tentang apakah mereka masgifilikiehak untuk mengejar
tagihan. Hal ini dapat menyebabkan konflik hukum de&emerlukan interpretasi

oleh pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa.
3. Debitur:

+ Pelepasan dari Tanggung Jawab: Jika objek jaminan telah kedaluwarsa dan
perjanjian cessie tidak memperbolehkan penagihealabemasa berlaku, debitur
dapat terbebas dari tanggung jawab untuk membayéang kepada penerima
hak tagih. Namun, jika debitur masih memiliki keilvan pembayaran meskipun
objek jaminan telah kedaluwarsa, hal ini dapat memgpruhi kemampuan

keuangan dan stabilitas keuangan debitur.

« Peningkatan Risiko Hukum: Debitur juga dapat menghadapi peningkatan risiko
hukum jika penerima hak tagih memutuskan untuk repmgagihan meskipun
objek jaminan telah kedaluwarsa. Hal ini dapat nrebaypkan debitur terlibat

dalam proses hukum yang memakan waktu dan biaya.

Dengan demikian, dampak implikasi kedudukan akssiegerhadap objek jaminan yang
telah melewati masa berlakunya dapat sangat dignifbagi pemberi pinjaman, penerima hak
tagih, dan debitur. Oleh karena itu, penting bagnsa pihak yang terlibat untuk memahami
implikasi hukum dari situasi ini dan mengambil l&alg-langkah yang sesuai untuk mengelola

risiko dan melindungi kepentingan mereka (Sujak&022)..
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1.7. Langkah-langkah yang dapat diambil oleh para pihak yang terlibat dalam

perjanjian jaminan untuk mengelola risko hukum dan menjaga kepentingan

mer eka dalam situasi di mana objek jaminan telah kedaluwar sa

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminapad mengambil langkah-langkah tertentu

untuk mengelola risiko hukum dan menjaga kepenting@reka dalam situasi di mana objek

jaminan telah kedaluwarsa. Berikut adalah bebdepgkah yang dapat dipertimbangkan:

1.

Pemeriksaan Perjanjian Cessie: Para pihak dapat memeriksa kembali perjanjiasiees
untuk memastikan bahwa ketentuan mengenai masakberbjek jaminan telah
ditetapkan dengan jelas dan memadai. Hal ini dayggmhbantu mencegah ketidakpastian

hukum dan konflik di kemudian hari.

Pengaturan Ketentuan yang Jelas. Jika perjanjian cessie belum mencakup ketentuan
yang jelas mengenai masa berlaku objek jaminam pdwak dapat mempertimbangkan
untuk menambahkan ketentuan yang spesifik dalaparp@n. Hal ini dapat membantu
menghindari interpretasi yang bervariasi dan mekestkejelasan mengenai hak dan

kewajiban masing-masing pihak.

Peninjauan Kembali Jaminan: Pihak pemberi pinjaman dapat mempertimbangkan
untuk meninjau kembali jaminan yang diberikan saedmrkala untuk memastikan bahwa
jaminan tersebut masih relevan dan efektif. Jikgelohaminan telah kedaluwarsa,
pemberi pinjaman dapat mempertimbangkan untuk menjaminan yang baru untuk

mengurangi risiko kredit.

Evaluasi Risko Hukum: Setiap pihak dapat melakukan evaluasi risiko hukarkait
dengan objek jaminan yang telah kedaluwarsa. Hatemrmasuk mempertimbangkan
implikasi hukum dari situasi tersebut dan mengeaslukemungkinan konsekuensi

hukum yang mungkin timbul.

Konsultas dengan Ahli Hukum: Para pihak dapat berkonsultasi dengan ahli hukum
atau penasehat hukum untuk mendapatkan saran ddngramengenai langkah-langkah
yang tepat untuk diambil dalam mengelola risiko umakdalam situasi di mana objek

jaminan telah kedaluwarsa. Ahli hukum dapat merkberiwawasan yang berharga
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tentang implikasi hukum dari keputusan tertentu da@mbantu dalam merancang

strategi yang efektif.

6. Negosiasi dan Penyelesaian: Jika terjadi perselisihan atau ketidaksepakatenganai
implikasi hukum dari objek jaminan yang telah keelarsa, para pihak dapat mencoba
untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui nagjoatau mediasi. Pendekatan ini
dapat membantu menghindari proses hukum yang memalektu dan biaya serta

mencapai solusi yang memuaskan bagi semua pihak.

7. Eksploras Alternatif: Para pihak juga dapat mengeksplorasi alternaiif dalam
mengelola risiko hukum terkait objek jaminan yaelgh kedaluwarsa. Misalnya, mereka
dapat mencari opsi restrukturisasi pinjaman atajapén lain yang dapat mengurangi
dampak dari objek jaminan yang telah kedaluwarsatrBkturisasi ini dapat melibatkan
negosiasi antara pemberi pinjaman dan debitur untekemukan solusi yang dapat

diterima oleh kedua belah pihak.

8. Monitoring Kondisi Keuangan: Pemberi pinjaman dapat melakukan pemantauan-terus
menerus terhadap kondisi keuangan debitur dan gajelnan yang diberikan. Dengan
memantau kondisi ini, pemberi pinjaman dapat mesgitikasi risiko potensial yang

mungkin timbul dan mengambil langkah-langkah peabag yang sesuai.

9. Pengembalian Jaminan: Jika objek jaminan telah kedaluwarsa dan tidagi la
memberikan perlindungan yang memadai bagi pembamarpan, maka pemberi
pinjaman dapat mempertimbangkan untuk meminta pebgkan jaminan kepada
debitur. Hal ini dapat melibatkan negosiasi dendglnitur untuk menemukan solusi yang

menguntungkan bagi kedua belah pihak.

10.Perjanjian Alternatif: Para pihak dapat mengevaluasi opsi perjanjiagrradtif yang
dapat digunakan untuk menggantikan atau melengieypinjian cessie yang telah ada.
Ini dapat termasuk perjanjian subordinasi atauapg@gn lain yang mengatur hak dan

kewajiban masing-masing pihak dalam situasi di nabjek jaminan telah kedaluwarsa.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, para pihgkatdebih proaktif dalam mengelola

risiko hukum dan menjaga kepentingan mereka daldmass di mana objek jaminan telah

1304



:: HUKUM BISNIS:: EISSN 2460-0105
Universitas Narotama Surabaya
Volume 8 Nomor 2, 2024

kedaluwarsa. Penting untuk terus berkomunikasilukeerja sama secara efektif antara semua
pihak yang terlibat guna mencapai solusi yang ddgatima oleh semua pihak (Primsa, B.
2019)..

Dengan mengambil langkah-langkah ini, para pihagatlanengelola risiko hukum dan
menjaga kepentingan mereka dengan lebih baik daituiasi di mana objek jaminan telah
kedaluwarsa. Hal ini penting untuk memastikan lej@h hukum, mengurangi ketidakpastian,
dan meminimalkan potensi konflik di masa mendat&agen, A. J. 2022)..

KESIMPULAN

Perjanjian jaminan dan akta cessie, penanganamassili mana objek jaminan telah
kedaluwarsa membutuhkan perhatian yang cermat sganua pihak yang terlibat, termasuk
pemberi pinjaman, penerima hak tagih, dan debitoplikasi hukum dari objek jaminan yang
kedaluwarsa dapat berdampak signifikan terhadap daak kewajiban masing-masing pihak.
Untuk mengelola risiko hukum dan menjaga kepentingareka, langkah-langkah preventif dan
proaktif harus diambil. Hal ini termasuk pemeriksagembali perjanjian cessie untuk
memastikan ketentuan yang jelas mengenai masabestgek jaminan, pengaturan ketentuan
yang lebih spesifik jika perlu, serta evaluasikasihukum secara menyeluruh. Selain itu,
berbagai alternatif juga perlu dieksplorasi, sepestrukturisasi pinjaman, pemantauan kondisi
keuangan secara berkala, dan peninjauan kembalipeganjian lain yang dapat mengurangi
dampak dari objek jaminan yang telah kedaluwarsatii®g juga untuk melibatkan konsultasi
dengan ahli hukum dan menjalin komunikasi yang lmitara semua pihak untuk mencapai
solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Dedgamkian, dengan pendekatan yang hati-
hati dan kolaboratif, para pihak dapat mengeldi&aei hukum dengan lebih efektif dan menjaga

kepentingan mereka di tengah situasi yang komgdegsrti ini.
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